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ABSTRACT

Corruption is a serious problem that not only causes economic losses but also undermines the legal system, weakens moral values, and diminishes public trust in state institutions. Therefore, efforts to eradicate corruption cannot solely rely on law enforcement but must also be strengthened through preventive measures, particularly education. This article aims to examine the implementation of anti-corruption education programs conducted by the Corruption Eradication Commission as a strategy to build legal awareness and instill integrity values among young generations. This study employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation, which were then analyzed using data reduction, presentation, and conclusion drawing with triangulation techniques. The findings reveal that the anti-corruption education program is systematically designed and actively engages students through discussions, case simulations, and value reflection. The program has proven effective in enhancing legal literacy, strengthening critical awareness of the impacts of corruption, and shaping the integrity-based character of young people as agents of change. Normatively, this program has strong legitimacy at both national and international levels as it is supported by Indonesian legal regulations and global anti-corruption conventions. Thus, anti-corruption education carried out by the Commission can be regarded as a long-term strategic investment in fostering a healthy legal culture, reinforcing the character of young generations, and supporting the sustainability of Indonesia’s national anti-corruption agenda.
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ABSTRAK

[bookmark: _GoBack]Korupsi merupakan masalah serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan hukum, melemahkan nilai-nilai moral, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Upaya pemberantasan korupsi karenanya tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan, melainkan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan berbasis pendidikan. Artikel ini bertujuan menelaah implementasi program edukasi antikorupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai strategi untuk membangun kesadaran hukum sekaligus menanamkan nilai integritas pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi antikorupsi disusun secara sistematis dan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi, simulasi kasus, serta refleksi nilai. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat kesadaran kritis terhadap dampak korupsi, dan membentuk karakter berintegritas pada generasi muda sebagai agen perubahan. Dari sisi normatif, program ini memiliki legitimasi kuat baik di tingkat nasional maupun internasional karena ditopang oleh regulasi hukum Indonesia dan konvensi global antikorupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang dijalankan KPK dapat dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang dalam membangun budaya hukum yang sehat, memperkuat karakter generasi muda, serta mendukung keberlanjutan agenda nasional pemberantasan korupsi di Indonesia.
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1
PENDAHULUAN		
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa extraordinary crime yang hingga kini masih menjadi hambatan serius bagi pembangunan nasional (Puanandini, Maharani and Anasela, 2025). Tindak pidana korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga merusak moral, melemahkan wibawa hukum, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dampak yang begitu kompleks menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar dalam tatanan sosial, politik, maupun birokrasi. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak cukup mengandalkan penindakan semata, melainkan harus disertai dengan strategi pencegahan yang menyeluruh melalui jalur pendidikan, sosialisasi, serta pembentukan karakter sejak dini agar nilai-nilai antikorupsi dapat mengakar secara berkesinambungan.
Dari sisi yuridis, komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi tercermin dalam sejumlah regulasi. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Manulu, 2023). Pada level internasional, partisipasi Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 menegaskan kewajiban negara untuk melibatkan masyarakat, institusi pendidikan, serta generasi muda dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan bangsa.
Dalam konteks pembangunan nasional, generasi muda memegang peran strategis sebagai agen perubahan dan motor penggerak kemajuan bangsa (Aggrean et al., 2024). Sebagai kelompok yang akan menentukan arah pembangunan bangsa di masa depan, generasi muda dituntut memiliki kesadaran hukum yang kuat, berintegritas, serta berani menolak segala bentuk praktik korupsi. Literasi antikorupsi bagi mereka tidak sekadar mencakup pemahaman atas peraturan hukum, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian sosial. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai sekumpulan norma yang kaku, melainkan harus menjadi instrumen untuk membangun kesadaran, menegakkan keadilan, dan mendorong perubahan sosial (Erma Ariefiani, 2024).
Dari perspektif legal compliance theory, kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang ditanamkan sejak usia dini. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi bagi generasi muda merupakan investasi strategis jangka panjang dalam upaya menciptakan budaya bangsa yang bersih dan berintegritas (Ulan Dari et al., 2025). Dalam konteks ini, KPK sebagai lembaga independen yang diberi mandat untuk mencegah dan memberantas korupsi telah mengembangkan beragam program pendidikan antikorupsi. Upaya tersebut meliputi integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum, penyusunan modul pembelajaran, pelatihan bagi para pendidik, hingga penyelenggaraan kunjungan edukatif serta pengalaman belajar langsung yang melibatkan siswa dan mahasiswa.
Pelaksanaan program pendidikan antikorupsi oleh KPK tidak sekadar berfokus pada peningkatan pemahaman tentang dampak korupsi, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran kritis serta menanamkan nilai-nilai integritas yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan partisipatif, generasi muda didorong untuk berperan aktif dalam memahami isu korupsi sekaligus tampil sebagai agen perubahan di lingkungannya.
Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan program pendidikan antikorupsi bagi generasi muda yang digagas KPK memiliki signifikansi tinggi, baik dari sisi akademis maupun praktik. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana program-program tersebut mampu membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai antikorupsi. Lebih dari itu, artikel ini menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, melainkan juga merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi antara lembaga negara, dunia pendidikan, dan generasi muda sebagai penerima manfaat utama.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Kenneth, 2024). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menelusuri dan memahami secara mendalam proses pelaksanaan program edukasi antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan metode tersebut, peneliti tidak hanya melihat aspek prosedural program, tetapi juga berusaha menggambarkan dinamika kegiatan, pola interaksi, serta pengalaman yang dialami secara langsung oleh para peserta.
Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif selama pelaksanaan kegiatan untuk merekam jalannya program serta respons peserta. Kedua, wawancara mendalam dengan fasilitator, pegawai KPK, dan mahasiswa yang terlibat guna memperoleh perspektif yang lebih menyeluruh. Ketiga, pengumpulan dokumentasi berupa laporan kegiatan, materi pembelajaran, serta foto pendukung hasil lapangan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menjadi data primer, yang bersumber dari observasi dan wawancara, serta data sekunder, yang berasal dari literatur, regulasi, dan publikasi terkait pendidikan antikorupsi.
Proses analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Lestyowati, 2020). Tahapan tersebut membantu peneliti dalam menyeleksi informasi yang relevan, menyusunnya ke dalam deskripsi yang terstruktur, lalu menafsirkan makna sesuai fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan temuan, diterapkan teknik triangulasi sumber dan metode sehingga data yang dihasilkan terjamin validitasnya serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif sekaligus menegaskan peran edukasi antikorupsi sebagai sarana pembentukan karakter berintegritas pada generasi muda.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian ini menemukan bahwa implementasi program edukasi antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dengan menekankan partisipasi aktif generasi muda sebagai target utama (Merliana Mita et al., 2025). Langkah-langkah tersebut mempermudah peneliti dalam menyeleksi informasi yang relevan, merangkainya menjadi uraian yang sistematis, lalu menarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memastikan keabsahan hasil, digunakan teknik triangulasi baik sumber maupun metode, sehingga data yang diperoleh memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh sekaligus menegaskan fungsi edukasi antikorupsi sebagai wahana pembentukan karakter berintegritas bagi generasi muda.
Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan kritis, komentar reflektif, serta kemampuan mereka mengaitkan isu korupsi dengan realitas sosial di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang diterapkan KPK berhasil menyinergikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran. Wawancara dengan fasilitator dan pegawai KPK turut menegaskan bahwa esensi utama kegiatan ini tidak hanya sebatas menyampaikan pengetahuan hukum, melainkan juga menumbuhkan kesadaran kritis, etika publik, dan nilai integritas pada generasi muda. Para mahasiswa sebagai peserta pun mengakui bahwa pengalaman belajar langsung di KPK memberikan sudut pandang baru yang lebih nyata dibandingkan pembelajaran formal di kelas. Interaksi langsung dengan praktisi pemberantasan korupsi membuat nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial lebih mudah dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari aspek regulasi, pelaksanaan program ini berlandaskan hukum yang kuat. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sementara posisi serta kewenangan KPK ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Komitmen Indonesia di tingkat internasional juga diperkuat dengan meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut menekankan pentingnya pendidikan, kampanye publik, serta partisipasi masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi. Oleh karena itu, program edukasi antikorupsi yang dijalankan KPK tidak hanya sekadar inisiatif institusional, tetapi juga merupakan implementasi dari mandat konstitusional sekaligus kewajiban internasional Indonesia. (Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum, 2024).Dalam perspektif teoritis, implementasi program ini konsisten dengan gagasan Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana perubahan sosial (Nuryadi, 2016). Program edukasi antikorupsi yang dijalankan KPK menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam wujud norma pidana, tetapi juga berperan sebagai sarana pembentukan karakter dan internalisasi nilai keadilan. Pandangan ini sejalan dengan legal compliance theory yang menegaskan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata lahir karena ancaman sanksi, melainkan tumbuh dari kesadaran moral yang ditanamkan melalui proses pendidikan sejak dini. Tanggapan positif mahasiswa menjadi bukti bahwa model pendidikan antikorupsi yang bersifat partisipatif mampu menumbuhkan kepatuhan hukum secara sukarela, bukan karena tekanan. Jika dikaitkan dengan pendekatan behavioral law and economics, rancangan program yang menekankan keterlibatan langsung melalui diskusi, simulasi, serta refleksi nilai merupakan strategi efektif untuk membangun perilaku patuh hukum yang bersumber dari kesadaran internal, bukan hanya dorongan eksternal.
Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif yang dijalankan KPK terbukti efektif dalam membangkitkan keterlibatan intelektual maupun emosional peserta. Literasi antikorupsi yang diberikan tidak hanya memperkaya pengetahuan hukum formal, tetapi juga memperkuat dimensi moral, etika, serta kesadaran sosial di kalangan generasi muda. Program ini sekaligus menegaskan peran generasi muda sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menanamkan nilai integritas dalam lingkungan sosialnya. Hasil tersebut sejalan dengan laporan Transparency International yang menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus dirancang secara sistematis, partisipatif, dan berfokus pada pembentukan karakter. Dengan demikian, pelaksanaan program edukasi antikorupsi oleh KPK dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa. (Hamid et al., 2023). Dalam kerangka pengabdian masyarakat, program ini juga relevan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membentuk generasi berintegritas. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang dijalankan KPK merupakan bagian integral dari strategi nasional pemberantasan korupsi, yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga transformatif dalam menciptakan masyarakat yang adil, bersih, dan berintegritas tinggi.
a. Implementasi Program Edukasi Antikorupsi di KPK

Program edukasi antikorupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disusun secara sistematis dengan menekankan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi secara satu arah, tetapi juga melibatkan mahasiswa melalui berbagai tahapan pembelajaran, mulai dari pengenalan konsep dasar antikorupsi, diskusi kelompok yang interaktif, simulasi kasus nyata, hingga sesi refleksi nilai. Dengan metode tersebut, mahasiswa tidak diposisikan sebagai pendengar pasif, melainkan sebagai peserta aktif yang diajak berpikir kritis serta menghubungkan isu korupsi dengan realitas sosial di sekitarnya. Antusiasme mereka terlihat dari banyaknya pertanyaan, komentar reflektif, serta keberanian mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif hukum, program ini memiliki landasan yang kokoh. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 13 bahwa salah satu kewajiban KPK adalah melaksanakan upaya pencegahan, termasuk melalui pendidikan dan sosialisasi kepada publik. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (2). Pada tingkat internasional, Indonesia juga terikat pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, di mana Pasal 13 menekankan pentingnya peran serta masyarakat serta pelaksanaan program pendidikan antikorupsi.

Dari perspektif teori hukum, implementasi program ini dapat dilihat melalui gagasan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum bukan sekadar perangkat aturan formal, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang mampu membentuk kesadaran moral dan perilaku berintegritas (Saifullah, 2018). Selain itu, teori Legal Socialization menjelaskan bahwa pengalaman langsung dalam memahami hukum jauh lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum dibandingkan hanya mempelajari norma tertulis (Amelia et al., 2024). Dengan demikian, edukasi antikorupsi yang dijalankan KPK tidak hanya memperkuat pengetahuan hukum secara formal, tetapi juga menanamkan nilai integritas dan kesadaran kritis yang penting bagi generasi muda.

b.  Penguatan Nilai Integritas dan Kesadaran Hukum Generasi Muda
Program edukasi antikorupsi yang dilaksanakan KPK tidak hanya berorientasi pada pemberian pengetahuan hukum, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial. Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, simulasi kasus, hingga refleksi nilai, mahasiswa diarahkan untuk menempatkan integritas sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Hasil wawancara dengan fasilitator, pegawai KPK, maupun mahasiswa menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dengan lembaga penegak hukum memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan berkesan dibandingkan pembelajaran formal di kelas.
Secara normatif, upaya penguatan nilai integritas ini berlandaskan hukum yang jelas. Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Pasal 6 huruf a dan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 junto UU No. 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyelenggarakan pendidikan serta kampanye publik antikorupsi. Pada level internasional, Pasal 13 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 juga menegaskan tanggung jawab negara untuk melibatkan masyarakat dan mengembangkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum yang sehat.
Dari sisi teoretis, pelaksanaan program ini sejalan dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan sarana transformasi sosial untuk menumbuhkan kesadaran berkeadilan. Selanjutnya, Teori Legal Compliance menekankan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya terbentuk karena ancaman sanksi, tetapi lebih kokoh jika didasarkan pada kesadaran moral dan nilai integritas yang ditanamkan sejak dini (Irawan, 2023). Relevan pula dengan Teori Legal Culture Lawrence M. Friedman, yang menegaskan bahwa budaya hukum yang baik hanya akan terbangun ketika masyarakat khususnya generasi muda memiliki kesadaran kritis dan menjadikan integritas sebagai prinsip hidup (Haekal Amalin Firdany Putra et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di KPK dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kesadaran hukum berbasis etika sekaligus menyiapkan generasi muda sebagai agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi.
c.  Efektivitas, Landasan Yuridis, dan Implikasi Strategis
Pelaksanaan program edukasi antikorupsi di KPK memiliki legitimasi yang kuat, baik pada tataran hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks nasional, UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus didukung dengan upaya pencegahan yang berkesinambungan. Selanjutnya, Pasal 6 huruf a dan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 junto UU No. 19 Tahun 2019 memberikan mandat tegas kepada KPK untuk menyelenggarakan pendidikan, sosialisasi, serta kampanye publik sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi. Pada ranah internasional, komitmen Indonesia ditegaskan melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dalam UU No. 7 Tahun 2006, khususnya Pasal 13 yang mewajibkan negara anggota mengembangkan program pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Efektivitas program tercermin dari beberapa indikator utama, antara lain meningkatnya literasi hukum di kalangan mahasiswa, berkembangnya kesadaran kritis terhadap dampak korupsi, serta semakin kuatnya peran mereka sebagai agen perubahan di lingkungan sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya melahirkan pemahaman normatif, tetapi juga menumbuhkan komitmen etis untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Dari perspektif akademis, efektivitas tersebut dapat dijelaskan melalui Legal Education Theory, yang menegaskan bahwa pembelajaran hukum akan lebih bermakna apabila didasarkan pada pengalaman langsung, bukan sekadar melalui kajian atas norma tertulis (Al Mustaqim et al., 2025). Selain itu, Teori Pemberdayaan Hukum Empowerment Theory juga relevan, karena pendidikan antikorupsi memberi ruang bagi generasi muda untuk melihat dirinya sebagai subjek aktif dalam mendorong perubahan sosial.
Implikasi strategis dari program ini adalah bahwa pendidikan antikorupsi harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Sejalan dengan laporan Transparency International (2022), keberhasilan pencegahan korupsi menuntut pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Dengan demikian, program yang dijalankan KPK bukan hanya sarana transfer pengetahuan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi berintegritas yang mampu memperkuat ketahanan bangsa terhadap praktik korupsi.
SIMPULAN
Kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program edukasi antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus menanamkan nilai integritas pada generasi muda. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, program ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman belajar nyata melalui diskusi, simulasi kasus, serta refleksi nilai. Melalui cara tersebut, peserta dapat menghubungkan isu korupsi dengan realitas sosial yang mereka temui sehari-hari, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna.
Analisis ini memperlihatkan bahwa keterlibatan langsung mahasiswa dengan KPK berperan penting dalam membangun kesadaran kritis, menumbuhkan kepatuhan hukum yang berpijak pada nilai etis, serta memperkuat posisi mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Secara normatif, program ini didukung oleh dasar yuridis yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun internasional, yang keduanya menekankan urgensi pendidikan publik sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.
Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi yang digagas KPK dapat dipahami sebagai investasi strategis jangka panjang untuk membangun budaya hukum yang sehat, memperkuat karakter berintegritas pada generasi muda, sekaligus mendukung keberlanjutan agenda nasional pemberantasan korupsi di Indonesia.
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